PERSEPSI BURUH MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP PERAN
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
(PPTKIS) KABUPATEN BREBES
(Studi Pada Mantan Buruh Migran Perempuan Dari Dusun Temukerep
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang Pernah Mengalami Tindak

Kekerasan Di Tempat Kerja)

Qi)

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai Bagian Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) Sosiologi

Oleh:
SRI HARTATI
NIM : 06720016

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2011



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Hartati

NIM : 06720016

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,
dan skripsi saya ini asli hasil karya/peneletian sendiri, bukan plagiasi dari
karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat diketahui

oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 10 Maret 2011

. Yang menyatakan

METERAI 5.
: SREMEEL S

6L ™
ACCT2AAF4043

6000,

DYJB) Sri Hartati
NIM: 06720016



;\_“\
fﬁ,ﬂ@» UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D‘:"—'o FM-UINSK-BM-05-05/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal  : Skripsi
Saudari Sri Hartati
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas [Imu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Hartati

NIM : 06720016

Judul Skripsi : Persepsi Buruh Migran Perempuan Terhadap Peran Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kabupaten
Brebes
(Studi Pada Mantan Buruh Migran Perempuan dari Dusun Temukerep
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang Pernah Mengalami
Tindak Kekerasan di Tempat Kerja)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Jurusan/Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Sosiologi.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas
segera dimunagasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Ma
Pembimbing

—

Dadi Nurhaedi, $) Ag. M. Si
NIP: 19711212 199703 1 00



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
&, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
| J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/395.b/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Persepsi Buruh Migran Perempuan Terhadap Peran Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kabupaten
Brebes
(Studi Pada Buruh Manran Buruh Migran Perempuan dari Dusun
Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang Pernah
Mengalami Tindak Kekerasan di Tempat Kerja).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Sri Hartati

NIM : 06720016

Telah dimunagasyahkan pada : Kamis, tanggal 10 Maret 2011
Dengan nilai : 76 (B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.
SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua §idan

Dadi Nurhaedi, S.Ag., M. Si
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji II

e

// %
Napsiah, S.S0s., M.Si

NIP: 1972108 200503 1 002

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
akultas Ilmu Sosial dan Humaniora




MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(Q.S. Ar. Ra’d. ayat 11)

Semiskin- miskin orang ialah, ia yang tidak punya kesabaran

(W. Shakespeare)



Persembahan

SKripsi ini aku persembahRan Repada:

Almamaterku, Prodi Sosiologi Fakultas Ifmu sosial dan Humaniora VIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bapak dan Ema Ky tercinta (Bapak H. Abdul Halim dan I6u Hj. Khumaeroh), yang
telah dengan sabar mendidik aku, dengan Do’a dan dukungan beliaulah aku bisa seperti seRarang
ini

Kakak Ru tersayang, (Kang Jenul) trima Rasih atas segala dukRungan dan nasehat2nya.
Dan seluruh keluarga besar Ru, Keluarga Bapak H. Showabudin (alm) dan Ibu HHj.
Amriti serta Keluarga Bapak Zaenuri (alm) dan 1bu Tanyep

Serta buat mas Ali Agiel, yang telah dengan sabar membantu ku dalam menyelesaikan
SKripsi ini dari awal hingga akhir, terima Rasih sayang Ru. ..

(semoga Tuhan menyatukan Kita)

Dan tidak Retinggalan juga seluruh temen-teman di KPMDB Jogja

(tetap semangat berjuang untuk Brebes Kita tercinta)



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, dengan rahmat dan karunia Nya saya dapat

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan

dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima

kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1

Bapak Prof. Dr. Musa Asy’ ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Y ogyakarta.

Bapak Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M. Hum. selaku Dekan Fakultas [Imu
Sosial dan Humaniora

Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi dan
Pembimbing 1.

Ibu Muryanti, S.Sos., M.A. selaku Pembimbing Il yang telah dengan sabar
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M. Si. Selaku penguji |.

Ibu Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I1.

Seluruh dosen Prodi Sosiologi, yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak
ternilai harganya kepada kepada penulis.

Bapak, Emak dan seluruh keluarga besarku, yang telah memberi dukungan

moral, spiritual dan financial.

Vi



10.

11

12,

13.

14.

Seluruh kawan sosiologi angkatan 2006, aku pasti selalu merindukan kalian.
Idah, Rina, Iis (terima kasih atas pinjaman laptop dan duitnya) Didi (terima
kasih atas utangan pulsanya) dan Atun yang selalu bisa bikin orang ketawa.
Mba Nana (calon iparku), terima kasih atas tumpangan tempatnya selama di
Semarang.

Yu Ilah dan Abah Kasmo, terima kasih Es teh, gorengan, cimol, dan maemnya
setiap kali saya mampir ke warungnya.

Kepala kantor cabang PPTKIS dan semua mantan TKW dari Dusun
Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang telah banyak
memberikan informasi mengenai PPTKIS dan TKI kepada penulis.

Dan semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Sebagai insan biasa, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini

maka dari itu penulis menunggu saran dan kritik dari berbagai pihak demi

pembelajaran penulis lebih lanjut.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan

pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2011
SRI HARTATI
06720016

vii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNY ATAAN ettt s [
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..o ii
HALAMAN PENGESAHAN..........ccoimirreieesmmnesseesssnsseessesssssesssssssssessssssssssssssees i
HALAMAN MOTTO ittt sttt st st sne e s saee e \Y
HALAMAN PERSEMBAHAN ... .o e e e v
KATA PENGANTAR Lottt sttt re s b nae s sne e Vi
DAFTAR IS ettt sttt ae e s ne e sneas Viii
A B ST RAK et R e r e Xi
BAB | PENDAHULUAN ......corvvveettessssserssseessssssssssssssesssssssessessssssssssssssssesssssssees 1
A. Latar Belakang Masala.........cocoiieiiiiiiii e 1
B. RUMUSAN MBSAIAN ..o 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........coooiiiieiiiiiieiie st 10
D. TinjalnPugtekenl. /A1 N N AL LEARL 2 10
E. KerangKa TEOM .....cc.ciiieeiiiiiiisie sttt ettt sne e 15
F. Metode PEnelitian .........ccoiieiiiiieeeseee e 24
G. Siatematika Pembahnasan...........c.ccoreiiiiiiiicieee e 29
BAB || DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN ..o 31
A. DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN BREBES..........cccooiieee 31

viii



1. Deskripsi Wilayah Secara GeografiS.......cccuveveereeresieereeneseeseesseseeseeseeeneas 32

2. Deskripsi Wilayah Secara MonoggrafiS.........cccereeeeneeresieeseeseeseeseesesseesns 33

B. Deskrips Umum Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)........cccccvcveneee. 41
1. Kewagjiban dan Tanggung jawab PPTKIS..........ccccvrieviese e 43

a. Kewajiban dan Tanggung jawab Pra Penempatan...........ccccocvverenenennens 43

b. Kewajiban dan Tanggung jawab Masa Penempatan............c.cceeevererennenn 48

c. Kewajiban dan Tanggung jawab Purna Penempatan...........cccceeeverereenne. 49

2. Kewgjiban dan Tanggung Jawab PPTKIS yang Berkaitan dengan

Perlindungan TKI ... e 53
3. Hak dan Kewajiban PPTKIS.........ccccoooi it 54
o o = G I N 1 T S 54
b. Kewaiban PPTKIS ... ste s 54

BAB Il MOTIVASI, PERJANJAN KERJA DAN KEKERASAN TERHADAP

BURUH MIGRAN ...ttt sttt sttt e se b st e ene s 55
A. Motivas BekerjaMenjadi Buruh Migran ..ot 56
B. Perjanjian Kerfal . ..ottt e 62
1. Macam-macam Perjanjian Kerja. ... s 62

a.  Perjanjian Penempatan............ccoeeeeierieneniesie e 62

b. Perjanjian Kerjaantara Pengguna Jasadan TKI ..........ccccceveieeiieiiiiennnns 63

2. Hak dan Kewajiban Buruh Migran/TKI .........cccccveieiieiecie e 64

a  Hak Buruh Migran/TKI .......ccciiiiiice e 64



b. Kewajiban Buruh Migran/TKI .........cccoveieiieiiee e 65

3. Pemahaman Buruh Migran tehadap Isi Perjanjian Kerja........ccccceevevvevennne. 66
C. Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Buruh Migran Perempuan.................... 69
D. Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan..... 77
E. UpayaBuruh Migran Perempuan ketika Mendapatkan Perilaku Kekerasan........ 82

BAB IV FUNGSI DAN PERAN PPTKIS TERHADAP BURUH MIGRAN
PEREMPUAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN YANG DIALAMI 88
A. Fungsi Dan Tanggungjawab PPTKIS ... 88

B. Peran PPTKIS Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan yang Dialami Buruh

1T = PSSP SRR 95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.......cctittririsieteenesesistee e sesssie e 99
KESIMPUIBIN ..ttt ettt b bbb enes 100
S | S 102
DAftar PUSLBKAL. ..ottt b b enes 103
Lampiran-lamPirai. o e i et e st B steiee e B o050 e B TH e et e e s



ABSTRAK

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kantong Tenaga Kerja Indonesia
(TK1) yang cukup besar di Indonesia. Dari tahun 1990-an hingga sekarang makin
banyak wanita di Kabupaten Brebes yang bekerja menjadi buruh migran di luar
negeri. Hal ini menjadi suatu strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan
taraf ekonomi, mengais harapan masa depan yang lebih baik dalam situasi hidup
di kampung halaman yang semakin sulit.

Daam kenyataan semacam itu lembaga Pelaksana Penempatan TKI
Swasta (PPTKIS) hadir sebagai media penyalur. Karena itu, PPTKIS memliliki
tugas dan tanggungjawab yang tidak kecil bagi tenaga kerja yang disalurkannya.
Daam UU no. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, PPTKIS memiliki kewsgjiban dan
tanggung jawab sgjak masa pra penempatan, penempatan dan juga pada masa
pemulangan. Hal itu mencakup persiapan, pembekalan, perlindungan, termasuk
penyelesaian terhadap masalah yang mungkin dihadapi oleh seseorang selama
menjadi TKW.

Disini peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert
Merton serta menggunakan teori peran. Kedua teori ini memungkinkan peneliti
untuk mengkaji mengenai kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS terhadap TKI
yang disalurkan mulai dari pra-penempatan, selama masa penempatan hingga
purna penempatan, dan sampai sgjauh mana peran tersebut dijalankan. Analisa
data dilakukan secara induktif dengan komponen-komponen analisa data model
interaktif mengalir, yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, peyajian
data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hampir semua kasus yang
menjadi sampel penelitian, peran dan tanggungjawab PPTKIS terhadap buruh
migran dalam pra penempatan, penempatan serta purna penempatan belum
dilaksanakan secara maksimal. Masih ada pemalsuan dokumen (KTP, ljasah,
dil), pemberangkatan TKI yang belum memenuhi standar kompetensi, tidak
memberikan pemahaman yang baik tentang isi perjanjian kerja dan sebagainya.
Demikian juga tidak ada pemantauan dan sistem perlindungan yang baik dari
PPTKIS terhadap TKI selama berada di negara penempatan. Hal ini menjadikan
PPTKIS sebagai institusi yang berfungsi menalurkan buruh migran Indonesia ke
luar negeri pada sis lain juga disfungsi terhadap banyaknya TKI yang
bermasalah. Selain itu itu peran yang diharapkan dari PPTKIS untuk bisa
memberikan perlindungan terhadap TKI yang disaurkannya juga tidak
dijalankan secara maksimal, justru ditutupi dengan berbagai rasionalisasi yang
mengabaikan fakta lemahnya tanggung jawab perlindungan mereka. Tidak
sedikit dari TKI yang mendapatkan masalah ataupun tindakan kekerasan di
negara penempatan yang luput dari perhatian dan penanganan PPTKIS sebagai
penanggungjawab. Peran dan tanggungjawab perlindungan PPTKIS terhadap
tenaga kerja yang disaurkan cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif,

Xi



bahkan harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu untuk bertindak yang
itupun tidak seberapa maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang buruh migran adalah cerita tentang harapan dan kerja
keras. Tetapi ironisnya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa dalam
rentang waktu yang jauh, dari masa lalu hingga saat ini, cerita tentang buruh
migran tidak banyak berbeda. Eksploitasi, penindasan dan kekerasan selalu
menjadi motif kuat dalam mewarnai tiap fragmen cerita tentang buruh
migran. Apalagi bagi mereka yang didistribusikan ke sektor kerja informal
yang merupakan area tertutup bagi publik, yang berarti berada di bawah
kekuasaan keluarga majikan secara eksklusif. Kenyataan ini menjadi suatu
situasi yang rentan terhadap kaum buruh migran, khususnya kaum
perempuan atau TKW yang bekerja di sektor informal seperti PRT.

Secara historis, keberadaan buruh migran sudah dimulai sejak zaman
pra Indonesia. Dalam konteks keterlibatan negara dan sebagai bagian dari
proses kapitalisme, pengerahan buruh migran ke luar negeri berlangsung
sejak masa kolonial, khususnya bersamaan dengan penerapan politik etik di
Hindia Belanda pada akhir abad 19. Sekalipun telah memiliki sejarah
panjang, sebelum tahun 1980 pengerahan buruh migran ke luar negeri

bukanlah program yang diandalkan. Baru pada awal dekade itulah



pengerahan TKI/TKW menjadi salah salah satu program utama
pembangunan ketenagakerjaan Indonesia.'

Sejalan dengan itu, dari waktu ke waktu eskalasi pengerahan buruh
migran ke luar negeri semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal
itu disebabkan terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara-
negara yang relatif kaya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari Indonesia
dalam jumlah yang besar. Dan secara Kkuantitas, prosentase tenaga kerja
wanita (TKW) tampaknya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.>

Sementara umumnya para buruh migran itu berasal dari rakyat
pedesaan, khususnya daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh
proses pemerataan pembangunan. Di pedesaan, kegiatan ekonomi masyarakat
masih dominan berpusat di sektor pertanian dengan penghasilan yang relatif
pas-pasan. Kondisi semacam itu yang seringkali menjadi alasan bagi para
perempuan untuk meninggalkan kampung halamannya, pergi ke daerah
ataupun negara lain yang dianggap dapat memberikan ruang penghidupan
yang lebih layak dibandingkan jika mereka tetap bertahan di tempat asal. Hal
ini sejalan dengan pernyataan M. Arif Nasution, bahwa alasan utama seorang
buruh migran meniggalkan negara asalnya pada umumnya dilatari oleh
tuntutan faktor ekonomi, misal sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, serta
keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.* Hal itulah yang

menyebabkan maraknya trend mobilitas angkatan kerja wanita Indonesia,

' Rusdi Tagaroa, Encop Sofia. Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan .(Bekasi:
Solidaritas Perempuan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2003) Him. 1

> Ibid. Hlm. 1

3 M. Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi antar Negara. (Bandung: Alumni,1999).
Hlm. 77.



terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi masih terbelakang.
Rendahnya income di daerah asal, sementara pada sisi lain harus berhadapan
dengan beban dan kebutuhan hidup keluarga yang semakin tinggi, pilihan
mobilitas keluar merupakan suatu strategi yang harus dilakukan.*

Hal ini tentu menjadi suatu tanda tanya besar ketika dibaca bahwa
selama ini pedesaan merupakan benteng dan basis domestifikasi paling subur
dimana sistem patriarkhi mengakar dengan kuatnya. Padahal, sebagaimana
dimaklumi, bahwa dalam masyarakat patriarkhi yang berkembang sebagai
tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya, kewajiban mencari nafkah
terletak di pundak laki-laki sebagai kepala keluarga. Kalaupun seorang
perempuan ikut bekerja hal itu tidak lebih sebatas level peran pembantu. Hal
ini tentu menjadi teka-teki tersendiri berkenaan dengan pilihan seorang
perempuan menjadi buruh migran sementara di satu sisi mereka harus
berhadapan dengan konsekuensi yang tidak kecil dan cukup berat.

Dalam kasus masyarakat Brebes, kehidupan berumah tangga sudah
lazim dipahami dan dijalankan dalam terang tradisi patriarkhi. Artinya,
tanggung jawab keluarga, menyangkut persoalan ekonomi dan sebagainya
terletak di pundak seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang
bertanggung jawab penuh atas keluarganya.

Mengacu pada beberapa fakta yang ada, dari tahun ke tahun mulai
dari tahun 1990-an hingga sekarang makin banyak wanita di Kabupaten

Brebes yang bekerja menjadi buruh migran atau TKW di luar negeri.

192.

* Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm.



Terlebih lagi, dengan persyaratan yang relatif mudah dan juga dengan
kemampuan serta keterampilan domestik yang selama ini dimiliki wanita,
peluang untuk tampil dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan penghasilan
terbuka lebih luas. Dengan tingkat penghasilan yang lebih menarik tersebut
mereka berharap dapat meningkatkan taraf hidup keluarga.’ Disini
sebenarnya ada kecenderungan pekerja wanita hanya beralih dari pekerjaan
domestik dalam rumah tangga tanpa upah ke pekerjaan domestik luar rumah
dengan upah.

Menurut Irwan Abdullah, bekerja bagi seorang perempuan menjadi
suatu strategi untuk menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mewujudkan
rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangganya.® Jadi
sebagian besar perempuan bekerja karena memang kondisi ekonomi keluarga
menuntut mereka untuk berperan serta dalam mencukupi kebutuhan ekonomi
rumah tangganya. Sedemikian parahkah kondisi perekonomian di pedesaan,
sehingga menyebabkan banyak kaum perempuan harus drop out ke luar
negeri demi memenuhi berbagai kebutuhan dalam rumah tangga yang
seharusnya itu merupakan tugas seorang laki-laki.

Keberanian wanita meninggalkan kampung halaman untuk bekerja
sebagai buruh migran tidak hanya atas dasar kepentingan ekonomi semata,
akan tetapi juga menyangkut keberanian dalam melanggar aturan dan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Terutama dalam masyarakat

patriarkhi yang memberikan batasan yang sangat ketat terhadap peran kaum
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* Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm.

% Ibid. Hlm. 230.



wanita, yakni hanya berkutat pada sektor domestik saja. Oleh karena itu butuh
keberanian yang tidak kecil ketika seorang perempuan harus memilih bekerja
menjadi buruh migran di luar negeri, ditambah lagi adanya kemungkinan
resiko yang juga tidak kecil, karena persoalannya akan jauh lebih kompleks
dibandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh buruh migran dari kaum laki-
laki. Namun dengan membawa harapan besar demi meningkatkan
kesejateraan keluarganya, para perempuan khusunya di Dusun Temukerep
Kecamatan  Larangan Kabupaten Brebes berlomba-lomba  untuk
mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan mempekerjakan dirinya sebagai
buruh migran di luar negeri.

Dusun Temukerep memang dikenal sebagai daerah kantong TKI di
Kabupaten Brebes. Selain bertani, sebagian perempuan di daerah tersebut
bekerja menjadi buruh migran di luar negeri. Data serikat buruh migran
Indonesia (SBMI) menyebutkan, jumlah TKI asal Brebes kini mencapai lebih
dari 70.000 orang, yang tersebar di berbagai negara Timur Tengah dan Asia.
Sebagai salah satu kantong TKI di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes tidak
luput dari kisah sukses tenaga kerja di luar negeri dan uang yang mengalir ke
dacrah asalnya.” Rata-rata dari mereka mampu mengirimkan uang untuk
keluarganya di kampung halaman antara Rp. 1.000.000,. s/d Rp.

3.000.000,./bulan bahkan lebih.

7http:// suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/09/20/31541/Bangun.Masjid.Ka
mpung.Senilai.Rp.1.Miliar.Lebih. Diakses pada tanggal 10 November 2010.



Mayoritas warga masyarakat Brebes bekerja keluar negeri lebih
dikarenakan motif mampu memberikan keuntungan ekonomi yang cukup
signifikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Remitan yang dikirim ke
kampung halaman diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan
ekonomi keluarganya yang di tinggal jauh di kampung halaman.

Jika dilihat dari kondisi monografisnya mata pencaharian pokok
masyarakat Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada
umumnya adalah bertani, namun bagi mereka sekarang pekerjaan tersebut
tidak lagi bisa diandalkan untuk mencukupi berbagai kebutuhan yang
semakin meningkat. Memilih bekerja sebagai buruh migran dianggap sebagai
alternatif terbaik daripada pekerjaan sebelumnya sebagai buruh tani yang
hanya mampu memberikan penghasilan rata-rata Rp. 10.000-15.000,.per hari.
Terlebih lagi pada saat menyaksikan kisah-kisah sukses orang-orang yang
sudah lebih dahulu bekerja sebagai buruh migran di luar negeri dengan hasil
yang menggiurkan, maka menjadi buruh migran semakin memberikan daya
magnet yang semakin kuat bagi masyarakat yang mendambakan prospek
hidup masa depan yang lebih baik.

Pemaparan di atas merupakan gambaran dari kisah sukses para
perempuan di kabupaten Brebes yang bekerja menjadi TKW di luar negeri.
Namun di antara kisah sukses yang ada tidak sedikit pula dari mereka yang
justru mengalami keadaan yang sebaliknya atau kurang sukses. Sebagian dari
mereka justru mengalami berbagai tindak kekerasan di tempatnya bekerja,

baik kekerasan fisik maupun psikis.



Keberadaan TKW di luar negeri tidak akan terlepas dari perusahaan
penyalur tenaga kerja, dalam hal ini adalah Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau dulu disebut Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (PJTKI). Selain sebagai lembaga swasta yang bergerak
dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, PPTKIS juga
bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerja, mulai dari proses
pemberangkatan hingga proses pemulangan tenaga kerja dari luar negeri yang
terbagi dalam tiga tahapan perlindungan, yakni pra penempatan, selama masa
penempatan dan purna penempa‘[an.8

Salah satu bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan PPTKIS
terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah dengan
mengikutsertakan atau menaggungkannya ke dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Tanggung jawab PPTKIS untuk memberikan
asuransi terhadap tenaga kerja yang disalurkannya dijelaskan dalam pasal 59
Kepmenaker No. Kep.44/MEN/1994,° yang menjelaskan bahwa setiap calon
TKI harus ikut sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja dan atau
sistim jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi lainnya di negara tempat TKI
bekerja dan tata cara keikutsertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial

tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¥ Depnaker RI, Panduan Pembinaan Perusahaan Jasa tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta:
direktorat Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri, 1997).

9Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-44/Men/1994
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Ke Luar Negeri. Lihat
di, http://web-regulasi.com/file/454/permen44 1994.html. di akses pada tanggal 16 Desember
2010.



berlaku dengan ketentuan, pertama PJTKI wajib mempertanggungkan TKI
yang akan ditempatkan bekerja pada pengguna jasa perorangan ke dalam
program jamsostek PT.ASTEK sejak perjanjian kerja ditandatangani TKI,
untuk program Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK) dan Asuransi Kematian
(AK); dengan membayar iuran program jamsostek kepada PT.ASTEK
sekaligus untuk selama masa perjanjian kerja. Kedua PJTKI wajib
mempertanggungkan TKI yang akan ditempatkan bekerja pada pengguna jasa
yang berstatus instansi, lembaga atau badan hukum ke dalam program
jamsostek PT.ASTEK sejak perjanjian kerja ditanda tangani TKI, untuk
jangka waktu perjalanan TKI ke dan dari negara tempat kerja dengan
membayar iuran program jamsostek kepada PT.ASTEK untuk masa 2 (dua)
bulan.

Kendati kenyataannya lebih banyak TKW yang sukses bekerja di luar
negeri, namun tidak sedikit pula TKW yang kurang sukses, seperti
mengalami berbagai tindak kekerasan di negara penempatan, diantara tindak
kekerasan yang sering dialami adalah gaji yang tidak dibayarkan selama
bekerja, mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun psikis ditempat kerja,
kekerasan seksual dan lain sebagainya yang masih luput dari kontrol PPTKIS
sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal tersebut dan
pada kenyataannya pula masih ada sebagian TKW yang belum mendapatkan
perlindungan sebagaimana mestinya.

Seperti masalah yang dihadapi oleh beberapa orang perempuan dari

Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang bekerja



sebagai TKW di luar negeri, sebagaimana yang dialami oleh Toipah
misalnya, selama dua tahun ia bekerja di Saudi Arabia namun ketika ia
pulang tidak membawa uang yang merupakan gaji dari hasil kerjanya selama
dua tahun. Ia hanya dibekali tiket pesawat dan biaya untuk sampai ke
kampung halamannya. Selain itu ada juga Marsinah yang pulang dalam
keadaan hamil. Namun itu semua sepertinya luput dari peran dan dan
tangunggung jawab PPTKIS sebagai lembaga yang menyalurkannya dan
juga seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di benak penulis
untuk mempertanyakan peran dari PPTKIS dalam upaya perlindungan
terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri. Sehingga penyusun tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut tentang peran PPTKIS Kabupaten Brebes
terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan
persepsi dari para mantan buruh migran perempuan yang pernah mengalami
tindak kekerasan di tempat mereka bekerja.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran PPTKIS Kabupaten Brebes dalam upaya perlindungan
terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya buruh migran perempuan dari
Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes?

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh buruh migran ketika mendapatkan

kekerasan dan tidak ditangani oleh lembaga yang menyalurkannya?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hendak mencapai maksud

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab PPTKIS dalam upaya
perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya
buruh migran perempuan dari Dusun Temukerep Kecamatan Larangan
Kabupaten Brebes.
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh TKW itu sendiri ketika
mendapatkan kekerasan dan tidak tercover oleh lembaga yang
menyalurkannya.

Selain itu, proses dan hasil penelitian ini diharapakan akan mampu

memberikan manfaat sebagai berikut :

. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai kekerasan yang
sering kali di alami oleh para TKW di luar negeri dan peran PPTKIS
dalam upaya memberikan perlindungan terhadap mereka.

Bagi Pemerintah, sebagai salah satu masukan dalam upaya pemecahan
masalah mengenai ketenagakerjaan dan berupaya untuk lebih maksimal
dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi TKI yang bekerja

di luar negeri.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai buruh migran perempuan ataupun tenaga kerja

wanita bisa dikatakan sudah banyak dilakukan, hanya saja masing-masing
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fokusnya berbeda-beda, penelitian yang akan dilaksanakan ini difokuskan
pada peran dan tanggungjawab dari PPTKIS di Kabupaten Brebes dalam
upaya memberikan perlindungan tehadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
luar negeri, dengan sampel buruh migran (TKW) yang mendapatkan tindak
kekerasan di tempatnya bekerja (di luar negeri). Dengan lokasi pengambilan
sampel di Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Dibawah ini adalah beberapa literatur dalam bentuk buku, skripsi atau
hasil penelitian terdahulu yang cukup baik untuk dijadikan acuan dalam
melihat berbagai persoalan yang melingkupi ataupun dihadapi oleh para
TKW. Oleh penyusun beberapa literatur tersebut dijadikan sebagai sumber
informasi, referensi serta acuan perbandingan dalam penyusunan skripsi yang
akan dilaksanakan. Adapun karya-karya tersebut adalah:

Pertama, buku yang berjudul Buruh Migran Indonesia Mencari
keadilan, yang ditulis oleh Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia. Buku tersebut
memberikan gambaran dan telaah yang kritis terhadap sekian persoalan yang
yang melingkupi dunia Tenaga Kerja Wanita (TKW).'® Mulai dari realitas
dan pergulatannya, penyebab dan persolan yang dihadapi, hingga
perjuangannya untuk menegakkan harkat martabat diri dan keluarga, serta
nilai keberadaannya bagi bangsa dan negara.

Kedua, buku karya Ratna Saptari dan Brigitte Holzner yang berjudul
Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi

Perempuan. Buku tersebut menjelaskan bahwasannya berbagai ketimpangan

""Rusdi Tagaroa, Encop Sofia. Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan. (Bekasi:
Solidaritas Perempuan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2003 ). Hlm. 5.
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yang menimpa perempuan dalam dunia kerja diakibatkan oleh dominasi
ideologi yang serba laki-laki yang selama ini ada dalam masyarakat. Buku ini
tidak hanya menjelaskan tetapi juga berusaha mencari strategi untuk
mengubah hubungan yang asimetris antar keduanya."'

Ketiga, buku yang berjudul Globalisasi dan Migrasi Antar negara,
karya M. Arif Nasution. Buku tersebut membahas mengenai fenomena
migrasi internasional Indonesia, termasuk di dalamnya migrasi pekerja
Indonesia (tenaga kerja Indonesia) ke luar negeri khususnya Malaysia. Buku
tersebut menjelaskan bahwasannya tingginya arus migrasi internasional
tenaga kerja Indonesia merupakan dampak dari globalisasi ekonomi yang
didengungkan sejak akhir tahun 1970-an. Migrasi tenaga kerja terjadi karena
adanya perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan
ekonomi. Sebagai respon masyarakat terhadap perbedaan kemampuan
ekonomi telah menimbulkan kesadaran adanya “tekanan” untuk melakuan
migrasi ke daerah yang menjanjikan adanya kesempatan kerja yang lebih
baik. Pada umumnya, migrasi tenaga kerja berasal dari daerah yang kelebihan
tenaga kerja dan berpenghasilan rendah menuju daerah yang kekurangan
tenaga kerja dan menawarkan upah yang lebih tinggi.12 Jadi buku ini lebih
fokus menjelaskan tentang arus migrasinya saja tanpa menjelaskan situasi
kerja dari TKI itu sendiri yang seringkali mendapat tindak kekerasan di

tempatnya bekerja.

'! Ratna Saptari, Brigitte Holzner. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah
Pengantar Studi Perempuan. (Jakarta: Grafiti, 1997). Him. 48-49.

"2 M. Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi Antar Negara. (Bandung: Alumni, 1999).
Hlm. 10.
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Sedangkan dalam bentuk skripsi, ada beberapa kajian ataupun hasil
penelitian yang terkait dengan persoalan TKW, yaitu : Pertama, skripsi yang
berjudul Motivasi Kerja Menjadi Buruh Migran Arab Saudi di Desa
Karduluk Kecamatan Pranggaan Kabupaten Sumenep Madura. Skripsi yang
disusun oleh Mahbubatul Ummah pada tahun 2009 ini menjelaskan mengenai
motivasi kerja menjadi buruh migran pada masyarakat Desa Karduluk tidak
terbatas karena motif ekonomi saja, melainkan juga ada beragam motivasi
lain seperti motif biogenetis (berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan
organisme demi kelanjutan kehidupannya secara biologis), motif sosiogenetis
(berhubungan dengan lingkungan), dan motif teogenetis (berhubungan
dengan Tuhan)."

Kedua, skripsi karya Hari Nasori dengan judul Dampak Tenaga Kerja
Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan, skripsi yang
disusun oleh mahasiswa Fakultas Dakwah pada tahun 2005 ini membahas
tentang pengaruh tenaga kerja wanita (TKW) terhadap kondisi ekonomi
keluarga sebelum dan sesudah ditinggalkan menjadi tenaga kerja wanita
(TKW)."* Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini
terletak pada fokus permasalahannya. Jika dalam penelitian dari Hari Nasori
ini fokus penelitiannya adalah dampak dari tenaga kerja wanita (TKW)
terhadap ekonomi keluarga yang ditinggalkan, artinya penelitian ini hanya

fokus pada masalah ekonominya saja.

'3 Mahbubatul Ummah, Motovasi Kerja Menjadi Buruh Migran Arab Saudi di Desa
Karduluk Kecamatan pragaan Kabupaten sumenep Madura, (Fakultas Ushuludin UIN Sunan
Klaijaga Yogyakrta: 2009). Hlm. 10-11.

' Hari Nasori, Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Ekonomi Keluarga yang
Ditinggalkan, (Fakultas Dakwah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta:2005). Hlm. 10.
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Ketiga, skripsi yang berjudul Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 39. Tahun 2004
Tentang Penempatan Dan Perlundungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Yang
disusun oleh mahasiswa fakultas syariah pada tahun 2009. Skripsi tersebut
membahas mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri
sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 39
tahun 2004 ditinjau dari hukum Islam, undang-undang tersebut menetapkan
kekuatan hukum yang lebih tinggi bagi penempatan dan perlindungan tenaga
kerja di luar negeri. Keluarnya undang-undang tersebut merupakan wujud
keseriusan dari pemerintah dalam usaha meningkatkan lapangan pekerjaan
dalam rangka mengurangi pengangguran di dalam negeri yang semakin
meningkat."

Secara umum, telaah penulis menunjukkan bahwa dari beberapa
sumber pustaka tersebut belum ada kajian yang spesifik mengenai peran dan
tanggung jawab PPTKIS dalam kasus kekerasan yang dialami buruh migran.
Hanya beberapa yang menyinggung peran lembaga tersebut, seperti karya
Rusdi Tagaroa dan Encop Sopia. Itupun hanya sejauh peran pra penempatan
dan penempatan TKW di luar negeri, belum masuk secara mendalam pada
persoalan yang coba diangkat dalam tema penelitian ini. Karena itu, posisi
penelitian ini lebih merupakan tambahan dari kajian yang sudah ada, dengan
tujuan melihat dan mengkaji fakta dari aspek yang berbeda, meski hanya

terlingkup dalam kasus kekerasan yang dialami buruh migran perempuan dari

'5 Thsan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja di Luar Negeri. (Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2009). Hlm. 4-5.
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Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Walaupun
demikian, tidak bisa diabaikan bahwa kontribusi gagasan serta acuan
informasi dari kajian yang sudah ada sebelumnya sangat membantu penulis
dalam memulai proses penelitian ini.
E. Kerangka Teoritik
Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah
teori fungsionalisme struktural Robert Merton. Teori  fungsionalisme
struktural ini menekankan kepada keteraturan (order) dan cenderung
mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tetapi
dalam pengembangan yang dilakukan Robert Merton fungsionalisme
struktural ~ justru membuka jalan bagi penjelasan mengenai adanya
kontradiksi dalam suatu sistem sosial yang hampir sama dengan konflik.
Dalam hal ini Merton mengembangkan konsep fungsi dan disfungsi yang
seringkali ada secara bersamaan dalam suatu sistem sosial. Fungsi, oleh
Merton, didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang disadari dan
yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian suatu sistem.'®
Menurutnya, akan menjadi bias ideologis ketika sebuah kajian sosial
hanya memberikan fokus pada aspek fungsi, adaptasi, penyesuaian atau
konsekuensi positif semata. Karena suatu fakta sosial dapat mengandung
konsekuensi negatif bagi fakta sosial lainnya. Dalam hal ini konsep disfungsi

dikembangkan; bahwa ketika suatu struktur atau institusi dapat memberikan

'® George Ritzer, Douglas J. Goudman. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik
Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).
Him. 269.
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kontribusi bagi terpeliharanya bagian lain sistem, mereka pun dapat
memberikan konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut. Selain itu,
Merton juga menggunakan konsep nonfungsi, yeitu konsekuensi yang relevan
dengan sistem tersebut.'’

Selanjutnya fungsionalisme struktural Merton juga mengemukakan
konsep fungsi manifest (fungsi yang dikehehendaki) dan fungsi laten (yang
tidak dikehendaki). Ketikas suatu mekanisme sistem sosial dijalankan, maka
hal itu akan memiliki konsekuensi positif sesuai dengan fungsi-fungsinya
yang telah disadari dan dikehendaki. Tetapi seringkali sebuah proses sosial
berhadapan dengan berbagai fakta anomali dengan adanya penyimpangan
sistem dari tujuan dan fungsi awalnya, yakni munculnya fungsi laten yang
membuat suatu sistem sosial bergerak ke arah tujuan dan fungsi yang tidak
dikehendaki.'®

Dengan teori ini Merton mengatakan bahwa obyek analisa sosiologi
adalah fakta sosial: seperti peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial,
organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua
penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada
fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain."’ Kaitannya
dengan masalah dalam tema penelitian ini, teori fungsionalisme digunakan
untuk mengkaji posisi PPTKIS sebagai sebuah institusi, dan konsekuensinya

dalam konteks fakta kekerasan yang dialami oleh seorang buruh migran yang

17 H
Ibid...
'® George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Breparadigma Ganda. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007). Him. 21.
" Ibid. Him. 22.
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bekerja di luar negeri. Karena bagaimanapun keberadaan PPTKIS sangat
signifikan dalam seluruh kesatuan sistem ketenagakerjaan, dalam hal ini
tenaga kerja buruh migran. Selama ini telah dipahami bahwa PPTKIS
berperan sebagai biro jasa penyalur tenaga kerja bagi masyarakat yang ingin
menjadi TKW di luar negeri. Tetapi, berbagai peristiwa kekerasan yang
kerapkali dialami oleh buruh migran itu, khususnya dari kalangan perempuan,
tentu menimbulkan pertanyaan lain mengenai eksistensi lembaga tersebut,
menyangkut fungsi dan perannya dalam kasus-kasus kekerasan semacam itu.
Apalagi, TKW yang mengalami tindak kekerasan di tempatnya bekerja itu
tentu tidak luput dari kendali PPTKIS. Hal itu jelas menjadikan keberadaan
lembaga ini menjadi dipertanyakan secara fungsional berkenaan dengan peran
dan tanggungjawab perlindungannya atas tenaga kerja yang disalurkan.

Yang kedua adalah teori peran. Makna peran, menurut Suhardono,
dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.
Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan
yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada
zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang
disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan
lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu
sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu

posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu,
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seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya
tersebut.”

Dengan demikian peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan
dari suatu elemen sosial pada situasi sosial tertentu. Dalam definisi sederhana
yang dibuat, Linton menyebut peran sebagai the dynamic aspect of status
(aspek dinamis dari suatu status). Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa
dan bagaimana, sebuah kombinasi antara posisi dan pengaruh. Seseorang atau
institusi di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauh mana
pengaruhnya, itulah peran.

Pengertian peran dalam pengertian yang dikembangkan oleh paham
strukturalis lebih berkaitan dengan peran-peran sebagai unit kultural yang
mengacu kepada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan
oleh sistem budaya. Sedangkan pengertian peran dalam konsep yang
dikembangkan dalam paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi
aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran
manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak
terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu

atau lebih peran sosial.

% Hendropuspito, Sosiologi Sistematik. (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hlm. 105-107.
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Dalam pengembangannya teori peran dapat djelaskan dalam tiga

aspek, yaitu :

1.

Role Set

Menurut Horton dan Hunt, peran (role) adalah perilaku yang
diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran
yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan
perangkat peran (role set).

Sedangkan, Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu
kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap
dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi
sosialnya.”' Peran sosial mirip dengan peran yang dimainkan seorang aktor
yang memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat,
diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa
diprediksikan, seolah-olah sejumlah "naskah" (scripts) sudah disiapkan
untuk mereka.**

Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang,
tentang perilaku apa yang "pantas" atau "layak", ini dinamakan norma.

Harapan-harapan terpenting yang melingkupi peran sosial bukanlah

Andrew

Hlm.18.

I Abu. Ahmadi, Psikologi Sosial. (Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1982.). Him. 50.

2 Tony Bilton, Kevin Bonnet, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, dan

Webster.. Introductory Sociology. (Hong Kong: The Macmillan Press, Ltd, 1981)
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sekadar pernyataan-pernyataan tentang apa yang sebenarnya terjadi,
tentang apa yang akan dilakukan seseorang, di luar kebiasaan, dan
seterusnya, tapi norma-norma yang menggarisbawahi segala sesuatu, di
mana seseorang yang memiliki status diwajibkan untuk menjalankannya.
Jadi, peran-peran itu secara normatif dirumuskan, sedangkan harapan-
harapan itu adalah tentang pola perilaku ideal, terhadap mana perilaku
yang sebenarnya hanya bisa mendekati.
Role Conflict

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan
kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang
bertentangan. Menurut Hendropuspito, konflik peran (role conflict) sering
terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda
macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling
berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain,
bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus
melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni,
konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran
tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau
bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-
kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran tunggal

mungkin ada konflik inheren.”

 Hendropuspito. Sosiologi Sistematik. (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hlm. 105-107.
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3. Role Strain

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang
sama ini dinamakan role strain. Satu hal yang menyebabkan terjadinya role
strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi
dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu,
masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena
membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak
sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya
adalah beberapa peran.

Menurut Horton dan Hunt, seseorang mungkin tidak memandang
suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain
memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana
orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi
suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini
dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu
sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu
peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama. Ada beberapa proses
yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari
rasa bersalah. Pertama, rasionalisasi, yakni suatu proses defensif untuk
mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-

istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima.**

** Paul B Horton, dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, Alih Bahasa:
Aminuddin Ram, Tita Sobari. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993). Hlm.129-130.
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Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah
kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa
"semua manusia sederajat" tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki
budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah "manusia" tetapi "benda
milik". Kedua, pengkotakan (compartmentalization), yakni memperkecil
ketegangan peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak
kehidupan yang terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi
seperangkat tuntutan peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang
politisi yang di acara seminar bicara berapi-api tentang pembelaan
kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia terus melakukan korupsi
dan merugikan kepentingan rakyat. Ketiga, ajudikasi (adjudication), yakni
prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian konflik peran yang
sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang merasa bebas dari tanggung
jawab dan dosa. Terakhir, kadang-kadang orang membuat pemisahan
secara sadar antara peranan dan "kedirian" (Self), sehingga konflik antara
peran dan kedirian dapat muncul sebagai satu bentuk dari konflik peran.
Bila orang menampilkan peran yang tidak disukai, mereka kadang-kadang
mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan apa yang harus mercka
perbuat. Schingga secara tak langsung mereka mengatakan, karakter
mereka yang sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan tindakan-
tindakan mereka itu. Konflik-konflik nyata antara peran dan kedirian itu
dapat dianalisis dengan konsep jarak peran (role distance) yang

dikembangkan Erving Goffman. "Jarak peran" diartikan sebagai suatu
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kesan yang ditonjolkan oleh individu bahwa ia tidak terlibat sepenuhnya
atau tidak menerima definisi situasi yang tercermin dalam penampilan
perannya. [a melakukan komunikasi-komunikasi yang tidak sesuai dengan
sifat dari peranannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar
peran yang dimainkannya. Seperti, pelayan toko yang mengusulkan
pembeli untuk pergi ke toko lain karena mungkin bisa mendapatkan harga
yang lebih murah. Ini merupakan tindakan mengambil jarak dari peran
yang mereka lakukan dalam suatu situasi. Penampilan "jarak peran"
menunjukkan adanya perasaan kurang terikat terhadap peranan. Pada sisi
lain, "penyatuan diri" dengan peranan secara total merupakan kebalikan
dari "jarak peran." Penyatuan diri terhadap peran tidak dilihat dari sikap
seseorang terhadap perannya, tetapi dari tindakan nyata yang
dilakukannya. Seorang individu menyatu dengan perannya bila ia
menunjukkan semua kemampuan yang diperlukan dan secara penuh
melibatkan diri dalam penampilan peran tersebut.

Teori peranan berkaitan dengan teori stuktural fungsional dalam
sosiologi. Teori ini menganggap bahwa orang menduduki posisi dalam
struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan
harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial,
dan gagasan ini menyatakan peranan selalu dipertimbangkan dalam konteks

relasi karena hanya dalam relasi peranan dapat dikenali.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan jenis deskriptif eksploratif, yakni penelitian yang lebih
didasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan
(verstehen). Metode ini berusaha memahami dan berusaha menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi
tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.”> Sedangkan pada umumnya
penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam
langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dan sifat
eksploratif sendiri bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status
fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang
berhubungan dengan keadaan sesuatu.’® Dengan menggunakan data yang
telah dikumpulkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menelaah secara mendalam mengenai fenomena sosial tentang tindak
kekerasan yang dialami TKW di luar negeri dan peran PPTKIS dalam

upaya memberikan perlindungan terhadap mereka.

% Husaini Usman, Poernomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996). Him. 81.

%6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka
Cipta1998) . Him. 208-209.
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2. Sumber Data Penelitian
Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain.”’
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Informan
Informan merupakan sumber data berupa orang. Kata-kata dan
tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan
sumber data utama®™. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh
informasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan obyek yang
akan diteliti yaitu perempuan yang pernah bekerja sebagai buruh
migran (TKW) di luar negeri dan pernah mengalami tindak kekerasan
di tempatnya bekerja serta kantor cabang PPTKIS di Kabupaten
Brebes.
b. Sumber Tertulis
Sumber tertulis berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi,
dokumen resmi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang akan diteliti.
3. Metode Pengumpulan Data
Proses Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

beberapa metode, diantaranya adalah:

2 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja.
Rosdakarya, 2002). Him. 112.
** Ibid. Hlm. 112.
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a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.”’ Penggunaan metode observasi
dalam penelitian ini atas pertimbangan bahwa data akan dapat
dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung dengan
mengamati objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan perempuan yang bekerja
sebagai buruh migran (TKW) di luar negeri yang mengalami tindak
kekerasan di tempatnya bekerja dan peran PPTKIS sebagai lembaga
penyalur.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) atau sering disebut quesioner lisan adalah
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara.’® Jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terpadu atau terpimpin, atau istilah lain
dalam wawancara yang dibatasi oleh bahan yang telah disiapkan (
interview guide). Metode ini dilakukan guna mendapatkan data yang
lebih akurat karena data diperoleh melalui pernyataan secara langsung
dari para pelaku, yaitu perempuan yang bekerja sebagai buruh migran
(TKW) yang pernah mengalami tindak kekerasan di tempatnya bekerja,

serta kantor cabang PPTKIS yang ada di Kabupaten Brebes.

% Husaini Usman, dan Poernomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996). Him. 54.

30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka
Ciptal998) . Hlm. 145.
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Adapun karakteristik informan yang akan diwawancarai adalah

sebagai berikut:

Wanita yang pernah bekerja sebagai buruh migran (TKW)

Pernah mengalami tindak kekerasan di negara penempatan
Berdomisili di Dusun Temukerep Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes.

Kantor cabang PPTKIS yang ada di kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari dokumen

tertulis atau benda seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen,

catatan harian, notulen rapat dan lain sebagainya,’' yang berkaitan

dengan suatu peristiwa maupun aktivitas tertentu yang relevan dengan

pokok permasalahan yang akan diteliti. Penyusun menggunakan metode

ini sebagai sumber informasi, referensi dan penunjang dalam penelitian

yang akan dilaksanakan dan untuk mengumpulkan data dari PPTKIS

mengenai TKW di luar negeri dan data-data penunjang lain yang

berkaitan dengan TKW.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara induktif dengan komponen-

komponen analisa data model interaktif mengalir yaitu dimulai dari

31 1bid, him. 149.

27



pengumpulan data, reduksi data, peyajian data, dan verifikasi.** Adapun
penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Pengumpulan data
Adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan
baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya
diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.
b. Reduksi Data
Adalah membuat rangkaian pembahasan terhadap data-data dan
memproses data ‘kasar’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
c. Penyajian Data
Penyajian data ini dilakukan guna membantu peneliti untuk melihat
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian
yang kemudian disusun secara sistematis.
d. Verifikasi Data
Dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian
atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha mencari pola
hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil data yang
diperoleh  peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian

diverifikasi.

32 Miles, M. B, Hubrman, A. Michael. Analisa Data Kualitatif. (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1984). Him. 15-21.
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4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah di dua tempat
yaitu pertama, Dusun Temukerep Kecamatan Larangan kabupaten Brebes
sebagai lokasi pengambilan sampel. Tempat ini dipilih karena sebagian
perempuan di dusun tersebut bekerja sebagai buruh migran (TKW) dan
diantaranya pernah mengalami tindak kekerasan di tempatnya bekerja, dan
yang kedua adalah kantor cabang PPTKIS di Kabupaten Brebes.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan rancangan skripsi ini terdiri dari lima bab
pembahasan, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Pembagian dimaksudkan
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai
penelitian ini dan dapat dipahami oleh orang banyak. Adapun sistematika
pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II berisi deskripsi umum PPTKIS, tugas dan tanggungjawab
PPTKIS, tanggungjawab PPTKIS berkaitan dengan perlindungan TKI, dan
hak dan kewajiban PPTKIS.

BAB 1II, berisi tentang motivasi kerja menjadi buruh migran,
perjanjian kerja, hak dan kewajiban buruh migran (TKI), serta pemahaman
buruh migran terhadap isi perjanjian kerja, bentuk-bentuk kekerasan dialami

buruh migran perempuan, penyebab terjadinya kekerasan terhadap buruh
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migran perempuan, mengenai upaya buruh migran perempuan ketika
mendapatkan perilaku kekerasan.

BAB IV, membahas fungsi dan peran PPTKIS terhadap buruh migran
perempuan dan penanganan kasus kekerasan yang dialami.

BAB V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berupa hasil mengenai semua uraian skripsi dan saran berupa
masukan dan bahan bertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. Dan bagian
akhir dari penelitian ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan

penelitian yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan rangkaian pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwasannya PPTKIS sebagai sebuah
institusi yang merupakan bagi dari sebuah sistem sosial, dalam hal ini dunia
perburuhan, mengalami banyak disfungsi berkaitan dengan tanggung
jawabnya untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap buruh
migran yang disalurkannya. Dalam kenyataanya PPTKIS tidak menunjukkan
pelaksanaan peran yang seharusnya, sesuai apa yang ditentukan oleh undang-
undang dan diharapkan oleh lain pihak (buruh migran), secara maksimal.
Dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai penyalur tenaga kerja
Indonesia, khususnya para TKW yang mengalami tidak kekerasan dan ketidak
adilan, PPTKIS justru menampilkan sebuah fungsi laten yang tidak sesuai
dengan fungsi awalnya, yakni fakta TKW yang menjadi korban kekerasan
yang tidak terlindungi dan tertangani. Alih-alih, PPTKIS justru menunjukkan
adanya sebuah konflik peran antara tanggung jawab yang harus dijalankannya
dengan kepentingan untuk hanya mencari keuntungan ekonomis semata-mata.

Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa fakta sebagaimana berikut:
1. Peran dan tanggung jawab PPTKIS terhadap buruh migran dalam pra
penempatan belum dilaksanakan secara maksimal, terbukti dengan masih

adanya pemalsuan dokumen (KTP, Ijasah, dll), tetap meloloskan calon
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TKI yang belum memenuhi standar kompetensi, tidak memberikan
pemahaman tentang isi perjanjian dan sebagainya.

. Peran dan tanggung jawab PPTKIS terhadap turuh migran selama masa
penempatan belum dilaksanakan secara maksimal, padahal masa ini
merupakan masa yang paling rentan bagi TKI terhadap kemungkinan
terjadinya tindak kekerasan, terbukti dengan tidak adanya pemantauan
dari PPTKIS terhadap TKI selama berada di negara penempatan, sehingga
tidak sedikit dari TKI yang mendapatkan masalah ataupun tindakan
kekerasan di negara penempatan yang luput dari PPTKIS sebagai
penanggungjawab dan seharusnya memberikan perlindungan terhadap
mereka.

. Peran dan tanggung jawab PPTKIS terhadap buruh migran dalam purna
penempatan belum dilaksanakan secara maksimal, terbukti dengan masih
adanya TKI yang dipulangkan ke Indonesia tanpa sepengetahuan PPTKIS,
tidak adanya jaminan keselamatan dari PPTKIS dari PPTKIS terhadap
TKI dalam proses pemulangan sampai ke kampung halaman bahkan tidak
jarang terjadi pemerasan dalam perjalanan.

. Peran dan tanggung jawab PPTKIS dalam perlindungan terhadap tenaga
kerja yang disalurkan juga belum maksimal karena perlindungan yang di
berikan oleh PPTKIS cenderung bersifat reaktif bukan antisipatif terhadap
kekerasan yang terjadi terhadap TKI, bahkan harus menunggu adanya
laporan terlebih dahulu untuk mengetahui kemudian bertindak untuk

memberikan perlindungan selanjutnya.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPTKIS masih belum maksimal
dalam melaksakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, terutama dalam hal perlindungan

(pra, selama, dan purna penempatan) terhadap tenaga kerja yang disalurkan.

. Saran

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi
evaluasi bagi Pemerintah dan PPTKIS khususnya untuk dapat lebih baik lagi
dalam mempersiapkan calon-calon TKI yang akan diberangkatkan keluar
negeri dan dapat memberikan perlindungan maksimal mulai dari pra, selama
sampai purna penempatan yang bersifat antisipatif bukan reaktif, agar
kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan seperti mereka (TKI).
Selain itu diharapkan adanya fakta semacam ini bisa mendorong pemerintah
untuk menegakkan suatu mekanisme hukum yang adil dan tegas khususnya
untuk menindak dan memberikan sangsi yang sesuai terhadap PPTKIS yang
menyimpang atau tidak menjalankan fungsi dan tanggunggjawabnya secara

benar.
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